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Risma Nur Hijriah Rusni Rauf, B111 13 553, Jurusan Hukum 
Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin telah melakukan 
penelitian mengenai TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP 
TINDAK PIDANA PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR 
(STUDI KASUS: BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2014-2016). Penelitian ini dibawah 
bimbingan Slamet Sampurno selaku Pembimbing I dan Amir Ilyas 
selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang 
menyebabkan terjadinya peredaran kosmetik tanpa izin edar serta 
bagaimana upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) 
Makassar menangani adanya tindak pidana peredaran kosmetik tanpa 
izin edar. 
Penelitian ini dilaksanakan di Balai Besar Pengawas Obat dan 
Makanan Kota Makassar yaitu dengan melakukan wawancara 
langsung. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta yang telah 
penulis dapatkan, maka penulis berkesimpulan antara lain: (1) Ada 
beberapa faktor yang menyebabkan peredaran kosmetik tanpa izin 
edar ini semakin beredar luas khususnya di kota Makassar yaitu faktor 
pengetahuan, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan atau sosial.  (2) 
Dan upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam 
menangani peredaran kosmetik tanpa izin edar di Kota Makassar yaitu 
melakukan pengawasan terhadap kosmetik baik dari tahap produksi 
sampai distribusi ke masyarakat, melakukan investigasi atau 
penyelidikan, penyaluran atau distribusi kosmetik secara ilegal atau 
tanpa izin edar, melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan 
produsen dan/atau peracik dan/atau pengemas ulang kosmetik, dan 
melakukan penindakan terhadap distributor dan/atau penjual atau 












Risma Nur Hijriah Rusni Rauf, B111 13 553, Majoring in Criminal 
Law, Law Faculty, Hasanuddin University has conducted a research 
about CRIMINOLOGICAL REVIEWS OF THE DISTRIBUTION OF 
UNLICENSED COSMETIC PRODUCTS BY MEDICINE AND FOOD 
CONTROLLER BOARD MAKASSAR, Supervised by Slamet 
Sampoerno as First Adviser and Amir Ilyas as Second Adviser. 
This research aims to determine the factors that cause the 
distribution of unlicensed cosmetic products as well as how the 
medicine and food controller board (BBPOM) Makassar handles the 
offences of the distribution of unlicensed cosmetic products. 
The research was conducted in Medicine and Food Controller 
Board (BBPOM) Makassar with direct interviews. Based on the fact and 
data analysis, researcher concluded that: (1) there are some factors 
that cause the distribution of unlicensed cosmetic products is getting 
more widely distributed, such as knowledge, economy, and social or 
environmental factor. (2) And The Medicine and Food Controller 
Board’s way of handling the distribution of unlicensed cosmetic 
products in Makassar is by controlling the cosmetic products from the 
production stage until distributed to the consumers, conducted an 
investigation to the distribution of cosmetic products illegally or the 
unlicensed cosmetic products, conducted an inspection to the producer 
or retailer or to the repackaging distributor, and take legal action against 
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A. Latar Belakang Masalah 
Dalam  kehidupan  masyarakat  modern  khususnya  kaum  wanita  
mempunyai  keinginan  untuk  tampil  cantik.  Hal  tersebut merupakan  
sesuatu yang wajar, tidak diherankan lagi banyak wanita rela  
menghabiskan uangnya untuk pergi ke salon, ke klinik-klinik kecantikan 
ataupun membeli kosmetik untuk memoles wajahnya agar terlihat 
cantik. Kebanyakan wanita  sangat  tertarik  untuk  membeli  produk  
kosmetik  dengan harga  murah  serta  hasilnya  cepat  terlihat.  Oleh  
karena  itu,  wanita  banyak  yang  memakai jalan  alternatif  untuk  
membeli  suatu  produk  walaupun  produk  kosmetik  yang  dibelinya 
tidak memenuhi persyaratan serta tidak terdaftar dalam BBPOM. 
Keinginan untuk selalu tampil cantik, sempurna dalam segala 
kesempatan dimanfaatkan oleh sekelompok pelaku usaha yang tidak 
bertanggung jawab dengan memproduksi ataupun memperdagangkan 
kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan kepada masyarakat. 
Sasaran utamanya adalah masyarakat golongan ekonomi menengah, 
para pekerja kantoran yang mempunyai penghasilan tidak begitu besar 
tapi tuntut tampil rapi sempurna. Mereka akan mudah sekali tertarik 
untuk membeli produk kosmetik dengan harga yang murah namun 
sudah akrab di teliga mereka. Keinginan untuk selalu tampil sempurna 
juga gengsi akan memakai produk lokal ataupun bukan dari merek 
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yang terkenal dan mahal membuat mereka mencari jalan alternatif 
dengan membeli produk tersebut walaupun tidak memenuhi 
persyaratan. Contohnya adalah merek MAC, Skin Care, Etude, dan The 
Face Shop yang dijual secara bebas namun tidak ada Nomor BPOM. 
Peredaran kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan saat ini 
dilihat semakin mengkhawatirkan. Produk-produk kosmetik yang ada di 
pasar Indonesia saat ini banyak yang berasal dari produk impor yang 
tidak terdaftar dan tidak mencantumkan zat-zat yang terkandung di 
dalamnya. Produk-produk ini mudah untuk didapatkan, di mall-mall 
ataupun dari penjualan internet yang semakin mempermudah untuk 
mendapatkannya. Produk yang dijual dengan nama merek-merek 
terkenal yang dijual dengan harga mahal bila membeli di toko resmi dan 
terdapat nomor BPOM, maka bila membeli dari toko tidak resmi ini bisa 
membeli sampai setengah harga saja. Dengan harga murah dan tertulis 
buatan dari luar negeri maka para konsumen dapat percaya bahwa 
produk tersebut aman karena asli langsung dari negara merek tersebut 
berasal. 
Berbagai cara dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan 
produk mereka, salah satu contohnya adalah dengan mencantumkan 
bahwa produk tersebut buatan luar negeri yang diimpor langsung ke 
Indonesia. Tidak adanya nomor dari BPOM membuat harga produk 
lebih murah bukan karena produk tersebut palsu. Beberapa perbedaan 
dari kosmetik resmi selain adanya tidak adanya Nomor BPOM adalah 
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tidak adanya label terjemahan bahan baku kosmetik dalam Bahasa 
Indonesia, tidak adanya tanggal kadaluwarsa produk, dan untuk 
beberapa kosmetik tidak disegel. 
Kosmetik tersebut mudah didapatkan dengan harga yang 
terjangkau karena tidak adanya nomor izin edar dari BBPOM, tidak  
adanya  label  bahan  baku  kosmetik,  dan  tidak  adanya  tanggal  
kadaluwarsa produk. Karena harganya yang murah, dan dapat dibeli 
dengan mudah sehingga kosmetik tanpa izin edar ini mudah 
dikonsumsi oleh masyarakat. Ketidaktahuan konsumen akan efek 
samping yang ditimbulkan dari kosmetik mengandung bahan 
berbahaya bisa dijadikan suatu alasan mereka  untuk  masih  tetap  
menggunakan  kosmetik  tersebut. 
Menurut Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) ada 
sejumlah kosmetik yang mengandung  bahan  berbahaya,  antara  lain  
berupa  Bahan  Kimia  Obat  (BKO)  yang  dapat membahayakan tubuh 
manusia. Bahan Kimia Obat (BKO)  tersebut antara lain seperti obat-
obatan  jenis  antibiotik,  deksametason,  hingga  hidrokuinon.  Jadi,  
yang  dimaksud  dengan bahan  berbahaya  (Bahan  Kimia  Obat)  
dalam  kosmetik  adalah  bahan  kimia  obat  yang dilarang  
penggunaannya  dalam  bahan  baku  pembuatan  kosmetik,  karena  
akan  merusak organ  tubuh  manusia.  Oleh  karena  itu  penggunaan  
bahan  kimia  obat  yang  mengandung bahan berbahaya dalam 
pembuatan kosmetik dilarang. 
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Kosmetik berasal dari Bahasa Yunani yakni “kosmetikos” yang 
berarti keahlian dalam menghias dan“kosmos” berarti hiasan,1 
sedangkan kosmetik berdasarkan pasal 1 angka 4Undang-Undang No 
36 tahun 2009 tentang Kesehatan (yang selanjutnya disebut UU 
Kesehatan) disebutkan bahwa kosmetik termasuk dalam sediaan 
farmasi.Sediaan farmasi sendiri adalah obat, bahan obat, obat 
tradisional,dan kosmetika. 
Kosmetikmempunyai beberapa manfaat yang dapat berguna atau 
bermanfaat bagikehidupan manusia. Manfaat dalam penggunaan 
kosmetik itu sendiri adalah : 
1. Membersihkan kulit tubuh atau kulit kepala; 
2. Mencegah timbulnya keriput; 
3. Mengencangkan kulit-kulit keriput; 
4. Menyuburkan rambut; 
5. Menghindari beberapa gangguan kulit baik dari luar maupun 
dari dalam, seperti noda-noda, flek, bintik-bintik, dan 
sebagainya; 
6. Menghaluskan kulit; 
7. Mempercantik seseorang; dan 
8. Merubah seseorang, (memperbaiki kekurangan-kekurangan 
yang terdapat pada seseorang), sehingga orang tersebut 
mengalami perubahan.2 
Manfaat yang bisa diperoleh setelah menggunakan kosmetik 
seperti yang dijelaskan diatas membuat kosmetik menjadi pilihan yang 
banyak dipilih oleh masyarakat. Penilaian bentuk atau rupa serta 
norma–norma kecantikan berubah sesuai dengan tuntutan zaman dan 
dipengaruhinya oleh lajunya ilmu pengetahuan, pertumbuhan tehnologi 
                                                          
 1Rostamailis, 2005, Penggunaan Kosmetik, Dasar Kecantikan & Berbusana yang 
Serasi, Rineka Cipta., Jakarta,hlm. 8. 
2Ibid., hlm. 12. 
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serta perkembangan jenis-jenis kosmetik membuat kosmetik pada saat 
ini tidak hanya dianggap sebagai kebutuhan sekunder saja, tetapi 
sudah menjadi kebutuhan primer bagi setiap orang.3 
Tujuan pemakaian kosmetika adalah pemeliharaan/perawatan, 
penambahan daya tarik/rias  dan  menambah  bau-bauan.  Sebagai  
bagian  dari  tubuh,  kulit  mendapat porsi yang paling besar dari tujuan  
tersebut.  Sudah  barang  tentu   ketiga   tujuan penggunaan  kosmetik  
tidak  boleh  mengganggu  kulit  pada  khususnya  dan kesehatan tubuh 
pada umumnya. 
Setiap  bahan  yang  ditempelkan  pada  kulit  dapat  
menyebabkan  kelainan  kulit. Bahan  yang  dapat  memberi  kelainan  
kulit  pada  aplikasi  pertama  disebut  iritan, sedangkan bahan  yang 
dapat menimbulkan kelainan setelah pemakaian berulang disebut  
sensitizer. Istilah  intoleransi  dipakai  bila  pemakai  kosmetika  
mengeluh rasa  kurang  nyaman  misalnya  rasa  pusing  atau  rasa  
mual  setelah  memakai kosmetik tertentu sedang pada kulit tidak 
dijumpai kelainan. 
Beredarnya kosmetik menurut Pasal 2 Keputusan Kepala Badan 
Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 
HK.00.05.4.1745Tentang Kosmetik (yang selanjutnya disebut 
Keputusan Kepala BPOM Tentang Kosmetik) yaitu: 
                                                          
 3Ibid., hlm. 1. 
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Kosmetik yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi 
persyaratan berikut: 
a. Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan 
persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan;  
b. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik 
yang baik; dan 
c. Terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas 
Obat dan Makanan. 
 
Pasal 2 huruf c Keputusan Kepala BPOM Tentang Kosmetik disini 
sangat jelas bahwa semua kosmetik yang beredar di Indonesia harus 
mendapatkan izin edar dari BBPOM, selain melanggar Pasal 2 huruf c, 
peredaran kosmetik  ini juga melanggar Pasal 10 ayat (1)Peraturan 
Kepala BPOM Tentang Kosmetik, dimana pada pasal 10 ayat (1) 
tersebut dijelaskan bahwa kosmetik  sebelum  diedarkan  harus  
didaftarkan  untuk  mendapatkan  izin  edar dari Kepala Badan POM. 
Peraturan  peredaran  sediaan farmasi diatur dalam  Pasal 106 
ayat 1  UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yaitu: Sediaan 
farmasi dan  alat kesehatan hanya  dapat  diedarkan  setelah  
mendapat  izin  edar.  Sedangkan  sanksinya terdapat  pada  Pasal  
197  UU  No.  36  Tahun  2009 Tentang Kesehatan, yaitu: Setiap orang 
dengan sengaja  memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi 
dan/atau  alat  kesehatan  yang  tidak  memiliki  izin  edar  
sebagaimana  dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 15 (lima belas)  tahun  dan  denda  paling  
banyak  Rp  1.500.000.000,00  (Satu  milyar  lima ratus juta Rupiah).4 
                                                          
4Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 74. 
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Peredaran  sediaan  farmasi  dan  alat  kesehatan  merupakan  
kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bertujuan 
memindahtangankan,  menyebarluaskan obat, bahan obat, obat 
tradisional dan kosmetika.  Jadi yang berhak melakukan peredaran  
sediaan  farmasi  dan  alat  kesehatan  hanyalah  orang-orang  tertentu 
yang  telah  memiliki  izin  dan  bagi  mereka  yang  mengedarkan  
sediaan  farmasi dan alat kesehatan tanpa adanya izin dinyatakan telah 
melakukan tindak pidana. 
Namun  demikian,  di  masyarakat  masih  ditemukan  produk  
kosmetik dan atau  mengandung bahan berbahaya yang berisiko 
terhadap kesehatan masyarakat. Hukuman yang diberikan terhadap 
para pelanggar hukum relatif sangat ringan  dan tidak menimbulkan 
efek jera,  sehingga pelaku kembali beroperasi  setelah  menjalani  
hukumannya.  Hal  ini  obat dan makanan. Oleh karena itu, saat  ini  
kita  sedang  menantikan  payung  hukum  yang  lebih  kuat  untuk 
Pengawasan Obat dan Makanan. 
Dari  uraian  tersebut  di  atas  mendorong  keingintahuan  Penulis 
untuk mengetahui lebih banyak tentang masalah  peredaran kosmetik 
tanpa izin edar khususnya  di  Kota  Makassar,  sehingga  Penulis  
mengangkat  judul “Tinjauan  Kriminologis  Terhadap  Tindak  
Pidana  Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar (Studi Kasus: Balai 




B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar  belakang 
masalah  diatas,  maka Penulis  mengemukakan  rumusan  masalah 
sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya peredaran 
kosmetik tanpa izin edar? 
2. Bagaimana upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan  
(BBPOM) Makassar menangani adanya tindak pidana 
peredaran kosmetik tanpa izin edar? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya 
peredaran kosmetik tanpa izin edar. 
2. Untuk mengetahui upaya Balai Besar Pengawas Obat 
dan Makanan  (BBPOM) Makassar menangani adanya 
tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar. 
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan 
penelitian ini adalah: 
1. Memberi sumbangsih bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan hukum pidana. 
2. Sebagai  literatur  tambahan  yang  membahas  tentang  
tindak  pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar. 
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3. Untuk menambah wawasan Penulis maupun pembaca 
pada bagian pidana, serta merupakan satu syarat dalam 





















Kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. Makin 
tinggi peradaban, makin banyak aturan, dan makin banyak pula 
pelanggaran. Sering disebut bahwa kejahatan merupakan bayangan 
peradaban (crime is shadow of civilization) kejahatan adalah bayangan 
peradaban. 
Kriminologi memberikan sumbangannya dalam penyusunan 
perundang-undangan baru (proses kriminalisasi), menjelaskan sebab-
sebab terjadinya kejahatan (etiology criminal) yang pada akhirnya 
menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan (criminal 
prevention).5 Tidak dapat disangkal kriminologi telah membawa 
manfaat yang tak terhingga dalam mengurangi penderitaan umat 
manusia, dan inilah yang merupakan tujuan utama mempelajari 
kriminologi. 
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 
tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard 
(1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal 
dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” 
yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu 
tentang kejahatan atau penjahat. 
                                                          
5A. S. Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi., Makassar, hlm. 15. 
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Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan 
yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.6 Melalui 
definisi ini, Bonger lalu membagi Kriminologi ini menjadi kriminologi 
murni yang mencakup:  
1. Antropologi Kriminal 
Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu 
pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan 
tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda 
seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa 
dengan kejahatan dan seterusnya. 
2. Sosiologi Kriminal 
Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala 
masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu 
ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam 
masyarakat. 
3. Psikologi Kriminal 
Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut 
jiwanya. 
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal 
Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat saraf. 
5. Penologi  
Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. 
Di samping itu terdapat kriminologi terapan yang berupa: 
1. Higiene Kriminal 
Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. 
Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk 
menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan 
kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah 
terjadinya kejahatan. 
2. Politik Kriminal 
                                                          
6Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, Kriminologi, PT Raja Grafindo 
Persada., Jakarta, hlm. 9. 
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Usaha penanggulangan kejahatan, dimana suatu kejahatan 
telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab orang melakukan 
kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha 
yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau 
membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan 
penjatuhan sanksi. 
3. Kriminalistik (policie scientific) 
Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan tekhnik 
kejahatan dan pengusutan kejahatan. 
Sutherland merupakan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu 
pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala 
sosial (the body of knowledge regarding crime as a social 
phenomenon).7 Menurutnya kriminologi mencakup proses-proses 
pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran 
hukum. Kriminologi dibagi menjadi 3 (tiga) cabang ilmu utama, yaitu: 
1. Sosiologi Hukum 
Kejahatan itu adalah perbuatan hukum dilarang dan diancam 
dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan suatu perbuatan 
itu adalah kejahatan. Disini memiliki sebab-sebab kejahatan 
harus pula menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan 
perkembangan hukum (khususnya hukum pidana). 
2. Etiologi Kejahatan  
                                                          
7Ibid., hlm. 10. 
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Cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari 
kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan 
kajian yang paling utama. 
3. Penology 
Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi 
Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan 
usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif. 
Oleh Thorsten Sellin definisi ini diperluas dengan 
memasukkan condusct norms sebagai salah satu lingkup 
penelitian kriminologi, sehingga penekanannya disini lebih 
sebagai gejala sosial dalam masyarakat. 
Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah 
keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para 
penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi 
diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para 
anggota masyarakat.8 
Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan 
pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang 
bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya 
reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.9 
                                                          




Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan 
tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang meyangkut orang-
orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perilaku tercela.10 
Jadi objek studi kriminologi melingkupi: 
1. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan; 
2. Pelaku kejahatan; dan 
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan 
maupun pelakunya. 
Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru 
dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat rekasi dari 
masyarakat. 
B. Kejahatan  
KUHPidana membedakan antara kejahatan (delik hukum) dengan 
pelanggaran (delik undang-undang) pembagian ini sangat penting 
karena mendasari seluruh sistem pidana kita sekalipun akan 
ditinggalkan dalam penyusunan KUHPidana yang baru (apabila 
rancangan KUHPidana disahkan). Pembagian atau pemilahan tersebut 
juga dibuat berdasarkan tingkat pelanggaran yang diaplikasikan dalam 
pembedaan sanksi pidana dan cara atau proses peradilannya, bila 
tindak pidana itu merupakan kejahatan maka diancam dengan pidana 
berat dan jika tindak pidana itu adalah merupakan pelanggaran 
diancam dengan pidana ringan saja. 




Secara etimologis kejahatan merupakan suatu perbuatan yang 
mempunyai sifat jahat sebagaimana bila orang membunuh, merampok, 
mencuri dan lain sebagainya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok 
kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan 
perbuatan yang merugikan negara terhadap perbuatan itu negara 
beraksi dengan hukumnya sebagai pemungkas.11 
Sedangkan penganut aliran sosiologis berpendapat bahwa dalam 
memberikan pengertian kejahatan harus dimulai dari dengan 
mempelajari norma-norma kelakuan di dalam masyarakat sehingga 
tidak perlu ada batasan-batasan politik serta tidak selalu terkandung 
dalam undang-undang. Selain itu, perlu juga memperhatikan rumusan 
Arif Gosita,12 yakni mengenai pengertian kejahatan adalah suatu hasil 
interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, 
selanjutnya beliau menambahkan bahwa kejahatan yang dimaksud 
tidak hanya meliputi rumusan undang-undang pidan saja tetapi juga 
hal-hal yang dapat menimbulkan penderitaan dan tidak dapat 
dibenarkan serta dianggap jahat. 
Terlepas dari pendapat tersebut yang ada maka pada hakekatnya 
pengertian kejahatan dapat diklasifikasikan atas 3 pengertian: 
1. Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis. 
Secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku 
yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan 
                                                          
11Topo Santoso, op.cit., hlm. 14. 




masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar undang-undang 
pidana (KUHPidana), di dalam KUHPidana sendiri tidak 
ditentukan pengertian kejahatan adalah semua bentuk 
perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan 
KUHPidana. 
2. Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis. 
Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku 
manusia yang diciptakan oleh masyarakat, atau dengan kata 
lain kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, 
tingkah laku yang secara ekonomis., politis, dan sosio-psikis 
sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma 
susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik 
yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang 
belum tercantum). 
3. Pengertian kejahatan dari sudut pandang kriminologis. 
Secara kriminologis, kejahatan adalah segala perbuatan 
manusia dalam bidang politis, ekonomi dan sosial yang sangat 
merugikan dan berakibat jatuhnya korban-korban baik 







C. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam 
kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah 
delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-
undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana 
atau tindak pidana. 
Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 
pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk 
dengan kesadaaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa 
hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari 
peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, 
sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan 
ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang 
dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. 
Jadi istilah Strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau 
perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing 
disebut delictyang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan hukuman (pidana). 
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Strafbaarfeit juga diartikan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari 
buku karya Lamintang, sebagai:13 
“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) 
yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah 
dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman 
terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib 
hukum.” 
Adapun definisi menurut Simons dalam buku yang sama 
merumuskan Strafbaarfeit adalah:14 
“Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan 
sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas 
tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan 
sebagai sutu tindakan yang dapat dihukum.” 
S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana, definisi 
tindak pidana adalah:15 
“Sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan 
tertentu yang dilarang (atau diharuskan)” dan diancam dengan 
pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta 
dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang 
bertanggung jawab).” 
Andi Zainal Abidin mengemukakan pada hakikatnya istilah yang 
paling tepat adalah “delik” yang berasal dari bahasa latin “delictum 
delicta” karena: 
1. Bersifat universal, semua orang di dunia ini mengenalnya; 
2. Bersifat ekonomis karena singkat; 
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa pidana”, 
“perbuatan pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang di 
pidana, tetapi pembuatnya); dan 
                                                          
13Lamintang, P.A.F, 1997,Dasa-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya 
Bakti., Bandung, hlm. 3. 
14Ibid., hlm. 35. 
15Ibid., hlm. 211. 
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4. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang 
diwujudkan oleh korporasi orang yang tidak dikenal menurut 
hukum pidana ekonomi.16 
 
Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu 
Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang 
menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:17 
“Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan 
hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 
pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan 
tersebut.” 
Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang 
Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan 
pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: 
“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh 
suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana 
bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.” 
Menurut Pompe bahwa ada 2 (dua) macam definis terkait tindak 
pidana yaitu:18 
“Definisi teoritis yaitu pelanggran norma (kaidah dan tata hukum), 
yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan 
                                                          
16Abidin, Andi  Zainal, 1987, Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa 
Pengupasan tentang Delik-delik Khusus). Prapanca., Jakarta, hlm. 146. 
 
17Moeljatno, 1984,Azaz-azas Hukum Pidana, PT. Bina Aksara., Jakarta, hlm. 55. 
18Abidin, Andi Zainal, 1995,Hukum Pidana I, Sinar Grafika., Jakarta, hlm. 225. 
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pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan 
menyelamatkan kesejahteraan umum.” 
Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu peristiwa yang 
oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (handeling) 
dan pengabaian (nalaten); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya 
dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari 
suatu peristiwa. 
Tindak pidana juga diartikkan sebagai suatu dasar yang pokok 
dalam menjatuhi pidana pada oranng yang telah melakukan perbuatan 
pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan 
yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan 
diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya 
sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (Principle of legality) asas 
yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan 
diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam 
perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin 
sebagai Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali  (tidak 
ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:19 
a. Perbuatan; 
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan 
                                                          




c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). 
Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, 
yakni:20 
a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia); 
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
dan 
c. Diadakan tindakan penghukuman. 
Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, 
terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang 
itu selalu diikuti dengan penghukuman (pemidanaan). Berbeda dengan 
Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak 
selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana. 
Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur 
tindak pidana adalah:21 
a. Kelakuan manusia; 
b. Diancam dengan pidana; dan 
c. Dalam peraturan perundang-undangan. 
Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut 
paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak 
pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam 
undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari 
unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak 
menyangkut diri si pembuat atau dipidanya pembuat, semata-mata 
mengenai perbuatannya. 
                                                          




Sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Poernomo, 
mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang lebih terperinci, yaitu:22 
1. Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia 
(menselijke gedraging), berupa berbuat atau tidak berbuat 
(een doen of nalaten). Hukum pidana kita adalah hukum 
pidana perbuatan (daadstrafrecht). Cogitations poenam nemo 
patitur (tidak seorang pun dapat dipidana hanya atas apa yang 
dipikirkannya); 
2. Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini 
terdapat pada delik material; 
3. Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikis, seperti 
maksud (oogmerk), sengaja (opzet), dan kealpaan (onach 
zaamheid atau culpa); 
4. Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan-
keadaan objektif, misalnya penghasutan (Pasal 160) dan 
pengemisan (Pasal 504 ayat 1) hanya dapat dipidana jika 
dilakukan di depan umum; dan 
5. Beberapa delik meliputi apa yang dinamakan syarat tambahan 
untuk dapat dipidana. Misalnya dalam Pasal 123: “jika pecah 
perang”; Pasal 164 dan 165: “jika kejahatan itu jadi dilakukan”; 
Pasal 345: “kalau orang itu jadi bunuh diri”; Pasal 531: “jika 
kemudian orang itu meninggal”. 
H.B. Vos, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Poernomo, 
mengemukakan bahwa dalam suatu tindak pidana dimungkinkan ada 
beberapa unsur (elemen), yaitu:23 
1. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat 
atau tidak berbuat (een doen of nalaten); 
2. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delict 
selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah ternyata suatu 
perbuatan. Rumusan undang-undang kadang-kadang elemen 
akibat tidak dipentingkan di dalam delict formil, akan tetapi 
kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang 
terpisah dari perbuatannya seperti di dalam delict materiel; 
3. Elemen subjektif yaitu kesalahan, yang diwujudkan dengan 
kata-kata sengaja (opzet) atau alpa (culpa); dan 
                                                          
22Bambang Poernomo, 1978,Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia., 
Jakarta, hlm. 90. 
23Ibid., hlm. 99. 
23 
 
4. Elemen melawan hukum (wederrechtelijkheid). 
Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan .R. Sianturi bahwa tindak 
pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur yaitu: 
a. Subjek; 
b. Kesalahan; 
c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan; 
d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-
Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan 
pidana; dan 
e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).24 
 
D. Kosmetik 
1. Pengertian Kosmetik 
Dalam bahasa yunani “kosmetikos” berarti keterampilan menghias 
sedangkan “kosmos” berarti hiasan.25Definisi tersebut menurut Federal 
Food dan Cosmetic Act (1938) sama dengan definisi dalam Peraturan 
Menteri Kesehatan RI No. 220/Men.kes/Per/IX/76 sebagai berikut: 
“Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan untuk 
digosokkan, diletakkan, dituangkan, dipercikan, atau disemprotkan 
pada, dimasukkan dalam,  dipergunakan  pada  badan  atau  
bagian  badan  dengan  maksud  untuk membersihkan,  
memelihara,  menambah  daya  tarik  atau  mengubah  rupa  dan 
tidak termasuk golongan obat. Zat tersebut tidak boleh 
mengganggu faal kulit atau tubuh manusia.” 
Definisi tersebut jelas menunjukkan bahwa kosmetik bukan satu 
obat yang dipakai untuk diagnosis, pengobatan maupun pencegahan 
                                                          
24Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2002,Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan 
Penerapannya, Storia Grafika., Jakarta, hlm. 211. 
25Syarif M. Wasitaatmadja, 1977,Penuntun Ilmu Kosmetik Medik, UI Press., 
Depok, hlm. 26-27. 
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penyakit. Obat bekerja lebih kuat dan dalam, sehingga dapat 
mempengaruhi struktur dan faal tubuh.26 
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  pengertian  
mengenai  kosmetik dan kosmetika, yaitu: 
“Kosmetik  adalah  obat  (bahan)  untuk  mempercantik  wajah,  
kulit,  rambut, dan  sebagainya  seperti  bedak  dan  pemerah  
bibir.  Sedangkan  kosmetika adalah  ilmu  kecantikan,  ilmu  tata  
cara  mempercantik  wajah,  kulit  dan rambut.”27 
Dalam Keputusan  Kepala  Badan Pengawasan Obat dan 
Makanan Republik Indonesia  Nomor:  HK.00.05.4.1745  tentang 
Kosmetik,  yang  dimaksud  kosmetik  adalah:28 
“Bahan  atau  sediaan  yang dimaksudkan  untuk  digunakan  
pada  bagian  luar  tubuh  manusia  (epidermis, rambut,  kuku,  
bibir,  dan  organ  genital  bagian  luar)  atau  gigi  atau  mukosa 
mulut terutama membersihkan, mewangikan, mengubah 
penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi 
atau memelihara tubuh pada kondisi baik.” 
Kegiatan  mengedarkan  kosmetika  tanpa  izin  edar  baik  
dengan  sengaja  maupun tidak  dengan  disengaja  merupakan  
perbuatan  yang  melanggar  hukum,  dapat dipertanggungjawabkan  
oleh  pelaku  dan  telah  diatur  di  dalam  Undang-Undang nomor 36 
Tahun 2009 tentang kesehatan adalah merupakan tindak pidana. 
 
                                                          
26Ibid. 
27Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka., Jakarta. 
28Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Republik 
Indonesia No. HK. 00.05.4.1745 Tentang Kosmetik., ps. 1 butir 1. 
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2. Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik 
a. Pengertian Pengawasan  
Pengawasan  dilakukan  terhadap  perencanaan  dan  
kegiatan pelaksanaanya.  Kegiatan  pengawasan  bermaksud  
untuk  mengetahui  tingkat keberhasilan dan kegagalan yang 
terjadi setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Keberhasilan  
dalam  kegiatan  pengawasan  peredaran  kosmetik  perlu 
dipertahankan  atau  ditingkatkan,  sebaliknya  setiap  kegagalan  
dalam  kegiatan tersebut  harus  diperbaiki  dengan  menghindari  
penyebabnya  baik  dalam menyusun  rencana  pengawasan  atau  
pelaksanaannya.  Untuk  itulah,  fungsi pengawasan  dilaksanakan  
agar  diperoleh  umpan  balik  (feed  back)  untuk melaksanakan  
perbaikan  bila  terdapat  penyimpangan  pada  kegiatan  
peredaran kosmetik sebelum menjadi lebih buruk. 
Terdapat  berbagai  macam  pengertian  pengawasan  
menurut  pendapat para  sarjana.  Menurut  Prayudi  dalam  
bukunya  Hukum  Administrasi  Negara, mengemukakan 
pengertian pengawasan yaitu:29 
“Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan 
pekerjaan apa yang dijalankan,  dilaksanakan,  atau  
diselenggarakan  itu  dengan  apa  yang dikehendaki, 
direncanakan, atau diperhatikan.” 
                                                          
29Prayudi, 1981, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia., Jakarta, hlm. 80. 
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Selanjutnya,  Saiful Anwar  dalam bukunya yang berjudul 
Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, menyatakan bahwa:30 
“Pengawasan  atau  kontrol  terhadap  tindakan  aparatur  
pemerintah diperlukanagar  pelaksanaan  tugas  yang  telah  
ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari 
penyimpangan-penyimpangan.” 
 
Beberapa definisi  yang dikemukakan oleh para sarjana di 
atas, dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  pengawasan  adalah  
proses  kegiatan  yang  terusmenerus dilaksanakan  untuk  
mengetahui  pekerjaan  apa  yang sudah dilaksanakan, kemudian 
mengkoreksi apakah  pelaksanaannya  sudah  sesuai dengan  
yang semestinya atau tidak.  Selain itu, pengawasan merupakan  
prosespengkoreksian  pelaksanaan  pekerjaan  agar  sesuai  
dengan  tujuan  yang  ingin dicapai. Dengan kata lain, hasil 
pengawasan harus dapat menunjukkan sampai mana kegiatan 
tersebut berjalan atau dilakukan, sehingga mencegah secara dini 
kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan. 
b. Jenis-Jenis Pengawasan 
Pengawasan  juga  dapat  diklasifikasikan  atas  beberapa 
jenis dengan tinjauan dari beberapa segi, antara lain: 
1) Pengawasan dilihat dari segi cara pelaksanaannya 
dibedakan atas: 
                                                          
30Saiful Anwar, 2004, Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Gloria Madani 
Press., Jakarta, hlm. 127. 
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a) Pengawasan langsung adalah  pengawasan  yang  
dilakukan dengan  cara mendatangi  atau  melakukan  
pemeriksaan  di tempat terhadap objek yang diawasi; 
b) Pengawasan tidak langsung adalah  kebalikan  dari 
pengawasan langsung, yaitu  dilakukan  tanpa  
mendatangi tempat  pelaksanaan  pekerjaan  atau  
objek  yang  diawasi. Pengawasan  ini  dilakukan  
dengan  mempelajari  dan menganalisa dokumen 
yang menyangkut objek yang diawasiyang  
disampaikan  oleh  pelaksana  ataupun  sumber  lain.  
Dokumen-dokumen tersebut bisa berupa: 
 Laporan  pelaksanaan  pekerjaan,  baik  laporan  berkala 
maupun laporan insidentil; 
 Surat pengaduan dari masyarakat; dan 
 Berita atau artikel dari media massa. 
2) Pengawasan dilihat dari segi kewenangan dibedakan 
atas: 
a) Pengawasan formal adalah  pengawasan  resmi  oleh  
lembaga-lembaga  pengawasan  maupun  oleh  
aparat  pengawasan  yang mempunyai legalitas tugas 
dalam bidang pengawasan; dan 
b) Pengawasan non formal adalah  pengawasan  yang  
dilakukan oleh  masyarakat  baik  langsung  maupun  
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tidak  langsung. Pengawasan  ini  sering  juga  disebut  
sosial  kontrol  (social control),  misalnya  pengawasan  
melalui  surat  pengaduan masyarakat melalui berita 
atau artikel di media massa. 
Pengawasan  menurut  waktu  pelaksanaannya  dalam  buku  
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, disebutkan 
sebagai berikut:31 
a) Pengawasan Preventif: Pengawasan yang dilakukan 
sebelum kegiatan dimulai. Pengawasan ini  antara  lain  
dilakukan  dengan  mengadakan  pemeriksaan  dan 
persetujuan  rencana  kera  dan  rencana  anggarannya,  
penetapan Petunjuk  Operasional  (PO),  persetujuan  
atas  rancangan  peraturan perundangan yang akan 
ditetapkan oleh pejabat/instansi yang lebih rendah.  
Pengawasan  ini  bersifat  preventif  dengan  tujuan  untuk 
mencegah  terjadinya  penyimpangan,  penyelewengan,  
pemborosan, kesalahan, terjadinya hambatan dan 
kegagalan; 
b) Pengawasan yang dilakukan selama pekerjaan sedang 
berlangsung: Pengawasan  ini  dilakukan  dengan  tujuan  
membandingkan  antara hasil  yang  nyata-nyata  dicapai  
                                                          
31Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 1997, Sistem Administrasi 
Negara Republik Indonesia, PT. Toko Gunung Agung., Jakarta, hlm. 159. 
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dengan  yang  seharusnya  telah  dan yang harus dicapai 
dalam waktu selanjutnya. Demikian pentingnya 
pengawasan  ini,  sehingga  perlu  dikembangkan  sistem  
monitoring yang  mampu  mendeteksi  atau  mengetahui  
secara  dini kemungkinan-kemungkinan  timbulnya  
penyimpangan-penyimpangan, kesalahan-kesalahan dan 
kegagalan; dan 
c) Pengawasan Represif: Pengawasan represif adalah 
pengawasan yang dilakukan pada akhir kegiatan  atau  
pengawasan  yang  dilakukan  setelah  terjadinya 
penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan 
kegiatan. 
3. Pemanfaatan Kosmetik 
Kosmetik dimanfaatkan oleh konsumen sebagai pembersih, 
pelembap, pelindung, penipisan, rias atau dekoratif dan wangi-
wangian. Parfum misalnya, diperlukan untuk menambah 
penampilan dan menutupi bau badan yang mungkin kurang sedap 
untuk orang lain.Berdasarkan kegunaannya, maka kosmetik dapat 
dibagi menjadi: 
a. Kosmetik perawatan kulit (skin care cosmetik): jenis ini 
perlu untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit. 
Termasuk di dalamnya adalah kosmetik untuk 
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membersihkan kulit, melindungi dan melembabkan kulit 
dan untuk menipiskan kulit (peeling); dan 
b. Kosmetik riasan/dekoratif (make up): jenis ini diperlukan 
untuk merias, menutup cacat sehingga menimbulkan 
penampilan yang lebih menarik dan menimbulkan efek 
psikologis yang baik, disini peran zat pewarna dan 
pewangi sangat besar. 
Kosmetik adalah bahan atau campuran bahan yang dikenakan 
pada kulit manusia untuk membersihkan, memelihara, menambah 
daya tarik serta mengubah rupa. Oleh karena terjadi kontak antara 
kosmetik dengan kulit, maka ada kemungkinan kosmetik yang 
diserap oleh kulit dan masuk ke bagian yang lebih dalam dari 
tubuh. Jumlah kosmetik yang terserap kulit tergantung pada 
beberapa faktor, misalnya keadaan kulit pemakai. Kontak kosmetik 
dengan kulit menimbulkan akibat positif berupa manfaat kosmetik 
dan dapat pula berakibat negatif atau merugikan yang merugikan 
efek samping kosmetik.32 
4. Penggolongan Kosmetik 
Menurut Jelinek, penggolongan kosmetik dapat digolongkan 
menjadi pembersih, deodorant dan anti prespirasi, protektif, efek 
                                                          
32Syarif M. Wasitaatmadja, op.cit.,hlm. 50. 
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dalam, superficial, dekoratif dan untuk kesenangan.33Wels FV dan 
Lubowe II mengelompokkan kosmetik menjadi preparat untuk kulit 
muka, preparat untuk higenis mulut, preparat untuk tangan dan 
kaki, kosmetik badan, perparat untuk rambut, kosmetik untuk pria 
dan lainnya. BreurEW dan Principles of Cosmetic For Dermatologist 
membuat klarifikasi sebagai berikut:34 
a. Toiletries: sabun, shampo, pengkilat rambut, kondisioner 
rambut, penata, pewarna, pengeriting, pelurus rambut, 
deodorant, anti prespirasi dan tabir surya; 
b. Skin Care: pencukur, pembersih, toner, pelembab, 
masker, krim malam, dan bahan untuk mandi; 
c. Make Up: foundation, eye make up, lipstick, blusher, 
enamel kuku; 
d. Fragnance: parfumes, colognes, toilet water, body silk, 
bath powder, dan after shave agents. 
 
Menurut Pasal 3 Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat 
dan Makanan, berdasarkan bahan dan penggunaannya serta untuk 
maksud evaluasi, produk kosmetikdibagi menjadi dua golongan: 
a. Kosmetik golongan I adalah: 
1. Kosmetik yang digunakan untuk bayi;Kosmetik  yang  
digunakan  disekitar  mata,  rongga  mulut  dan  
mukosa lainnya; 
2. Kosmetika  yang  mengandung  bahan  dengan  
persyaratan  kadar  dan penandaan; dan 
                                                          




3. Kosmetik  yang  mengandung  bahan  dan  fungsinya  
belum  lazim  serta belum diketahui keamanan dan 
kemanfaatannya. 
b. Kosmetik golongan II adalah kosmetik yang tidak 
termasuk golongan I. 
Dengan adanya penggolongan sederhana ini, setiap jenis 
kosmetik akan dapat dikenal kegunaannya dan akan menjadi 
bahan acuan bagi konsumen didalam bidang kosmetik. 
Penggolongan ini juga dapat menampung setiap jenis sediaan 
kosmetik(bedak, cairan, krim, pasta, semprotan, dan lainnya) dan 
setiap tempat pemakaian kosmetik (kulit, mata, kuku, rambut, 
seluruh badan, alat kelamin, dan sebagainya).35 
E. Dasar Hukum Peraturan di Bidang Kosmetik 
Undang–Undang    Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  
sebagai  dasar berbagai peraturan yang mengatur pelayanan 
kesehatan bagi masyarakat. Undang-Undang ini memuat pengaturan 
berbagai hal pokok tentang kesehatan, yaitu berisi tentang: 
1. Ketentuan  umum  yang  memuat  istilah  dan  pengertian  
berbagai  hal  tentang kesehatan; 
2. Asas dan  tujuan  pembangunan  kesehatan,  diselenggarakan  
dengan berasaskan  perikemanusiaan,  keseimbangan,  
manfaat,  pelindungan, penghormatan  terhadap  hak  dan  
kewajiban,  keadilan,  gender  dan nondiskriminatif dan 
norma-norma agama  dan  bertujuan untuk meningkatkan 
kesadaran,  kemauan,  dan  kemampuan  hidup  sehat  bagi  
setiap  orang  agar terwujud derajat kesehatan masyarakat 
yangsetinggi-tingginya; 
                                                          
35Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM), op.cit., Psl..3. 
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3. Hak  dan  kewajiban  dalam  memperoleh  pelayanan  
kesehatan  yang  aman, bermutu, dan  terjangkau, untuk 
mendapatkan informasi dan  edukasi tentang kesehatan, dan    
kewajiban  ikut  mewujudkan,  mempertahankan,  dan 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya; 
4. Tanggung  jawab  pemerintah  dalam  merencanakan,  
mengatur,menyelenggarakan,  membina,  dan  mengawasi  
penyelenggaraan  upaya kesehatan yang merata dan 
terjangkau oleh masyarakat; 
5. Sumber daya di bidang kesehatan dalam rangka 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan; 
6. Upaya  kesehatan  yang  diselenggarakan  dalam  bentuk  
kegiatan  dengan pendekatan  promotif,  preventif,  kuratif, 
dan  rehabilitatif  yang dilaksanakan secara terpadu, 
menyeluruh, dan berkesinambungan; dan 
7. Pengawasan,  penyidikan  dan  ketentuan  pidana  sebagai  
upaya  untukmelindungi masyarakat untuk mendapatkan 
pelayanan kesehatan yang aman. 
Undang-Undang  Nomor 36 Tahun 2009  tentang  Kesehatan, 
ketentuan mengenai peredaran kosmetika, tindakan terhadap    
pelanggaran    dan  tindak    pidana terhadap peredaran kosmetik tanpa 
izin edar diatur dalam beberapa pasal, yaitu: 
Pasal 106 ayat (1)  
Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan 
setelah mendapat izin edar. 
106 ayat (3)  
Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan 
penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan 
yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak 
memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau 
kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pasal 189 ayat (1)  
Selain penyidik polisi negara Republik  Indonesia, kepada  pejabat 
pegawai negeri  sipil  tertentu  di  lingkungan  pemerintahan  yang  
menyelenggarakan urusan di bidang  kesehatan juga diberi 
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wewenang khusus sebagai  penyidik sebagaimana  dimaksud  
dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang Hukum 
Acara Pidana  untuk melakukan penyidikan tindak  pidana di 
bidang kesehatan. 
Pasal 189 ayat (2)  
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: 
a. Melakukan  pemeriksaan  atas  kebenaran  laporan  serta  
keterangan tentang tindak pidana di bidangkesehatan; 
b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang 
didugamelakukan tindak pidana di bidang kesehatan; 
c. Meminta  keterangan  dan  bahan  bukti  dari  orang  atau  
badan  hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang 
kesehatan; 
d. Melakukan  pemeriksaan  atas  surat  dan/ataudokumen  lain  
tentang tindak pidana di bidang kesehatan; 
e. Melakukan  pemeriksaan  atau  penyitaan  bahan  atau  
barang  bukti dalam perkara tindak pidana di bidang 
kesehatan; 
f. Meminta  bantuan  ahli  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  
penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan; dan 
g. Menghentikan  penyidikan  apabila  tidak  terdapat  cukup  
bukti  yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang 
kesehatan. 
Pasal 189 ayat  (3)  
Kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  
dilaksanakan  oleh penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Hukum Acara Pidana. 
Pasal 196 
Setiap orang yang  dengan sengaja memproduksi atau  
mengedarkan sediaan farmasi  dan/atau  alat  kesehatan  yang  
tidak  memenuhi  standar  dan/atau persyaratan 
keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana 
dimaksud  dalam Pasal 98 ayat  (2)  dan  ayat  (3)  dipidana  
dengan  pidana  penjara  paling  lama  10 (sepuluh) tahun dan 
denda paling  banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
Pasal 197 
Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau  
mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang  tidak 
memiliki izin edar  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  106    
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15  (lima 
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belas) tahun dan denda paling banyak  Rp  1.500.000.000,00 
(satu miliar lima ratus juta rupiah). 
F. Peredaran 
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009,  dimaksud  dengan  
Sediaan  farmasi adalah  obat,  bahan  obat,  obat  tradisional,  dan  
kosmetika;  sedangkan  pengertian peredaran menurut:  
a. Peraturan  Pemerintah  Nomor:  72  Tahun 1998  tentang    
Pengamanan  Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan:36 
Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan 
penyaluran  atau penyerahan  sediaan  farmasi  dan  alat  
kesehatan  baik  dalam  rangkaperdagangan, bukan 
perdagangan, pemindahtanganan. 
b. Surat  Keputusan  Kepala  Badan  POM  RI  Nomor  
HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan 
Produksi dan Peredaran Kosmetik: 
Peredaran  adalah  pengadaan,  pengangkutan,  pemberian,  
penyerahan, penjualan  dan  penyediaan  di  tempat  serta  
penyimpanan,  baik  untuk perdagangan atau bukan 
perdagangan. 
 
G. Izin Edar 
Izin  Edar adalah  Izin  yang  diberikan  kepada  produsen  untuk  
produk  dalam  negeri  atau penyalur  untuk  produk  import  
berdasarkan  penilaian  terhadap  mutu,  manfaat, keamanan  produk  
Alat  Kesehatan  atau  Perbekalan  Kesehatan  Rumah  Tangga  yang 
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akan diedarkan.37 Izin edar ini juga diatur di dalam Undang-Undang 
tentang Kesehatan,dimana diatur di dalam Pasal 106, khusunya pada  
ayat (1) dijelaskan Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat 
diedarkan setelah mendapat izin edar. 
Bahan kosmetik harus memenuhi persyaratan mutu sesuai 
dengan Kodeks Kosmetik Indonesia atau standar lain yang 
diakui.38Bahan yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan 
pembatasan dan persyaratan penggunaan sesuai dengan yang 
ditetapkan. Zat pengawet yang diizinkan digunakan dalam kosmetik 
dengan persyaratan penggunaan dan kadar maksimum yang 
diperbolehkan dalam produk akhir sesuai dengan yang ditetapkan. 
Bahan tabir surya yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan 
persyaratan kadar maksimum dan persyaratan lainnya sesuai dengan 
yang ditetapkan.39 
Kosmetik sebelum diedarkan harus didaftarkan untuk 
mendapatkan izin edar dari Kepala Badan POM. Adapun yang berhak 
untuk mendaftarkan adalah:40 
a. Produsen kosmetik yang mendapat izin usaha Industri; 
b. Perusahaan yang bertanggung jawab atas pemasaran; dan 
c. Badan hukum yang ditunjuk atau diberi kuasa oleh 
perusahaan dari negara asal. 
                                                          
37Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonessia  Nomor  
1184/MENKES/PER/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan 
Kesehatan Rumah Tangga. 
38Keputusan Kepala Badan POM, op.cit., Psl.4. 
39Ibid., Pasal 5. 




Permohonan izin edar diajukan secara tertulis kepada Kepala 
Badan POM  dengan mengisi formulir dan disket pendaftaran dengan 
sistem registrasi elektronik yang telah ditetapkan, untuk dilakukan 
penilaian.41Izin edar sebagaimana dimaksud, berlaku selama 5 (lima) 
tahun.42 
Kosmetik yang telah memperoleh izin edar dapat dilakukan 
penilaian kembali oleh Kepala Badan POM.43Penilaian kembali 
dilaksanakan apabila ada data atau informasi baru berkenaan dengan 
pengaruh terhadap mutu, keamanan, dan kemanfaatan yang 
berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat.44Selain itu izin edar 
kosmetik dibatalkan apabila:45 
1. Kosmetik dinyatakan tidak memenuhi persyaratan mutu, 
keamanan dan kemanfaatan yang dapat merugikan 
masyarakat, berdasarkan hasil pengawasan dan atau hasil 
penilain kembali; dan 
2. Produsen, perusahaan atau Badan Hukum tidak memenuhi 
persyaratan. 
 
Dalam peredaran kosmetik dilakukan bimbingan serta 
pengawasan. Pemberian bimbingan terhadap penyelenggaraan 
kegiatan produksi, import, peredaran dan penggunaan kosmetik 
dilakukan oleh Kepala Badan POM.46Pemberian bimbingan 
sebagaimana dimaksud menjamin mutu dan keamanan kosmetik yang 
                                                          
41Ibid., Pasal 11 ayat (1). 
42Ibid., Pasal 12 ayat (4). 
43Ibid., Pasal 15 ayat (1). 
44Ibid., Pasal 15 ayat (2). 
45Ibid., Pasal 16. 
46Ibid., Pasal 32. 
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beredar, meningkatkan kemampuan teknik dan penerapan Cara 
Pembuatan Kosmetik yang Baik, mengembangkan usaha di bidang 
kosmetik.47 
Nomor Izin Edar (NIE) merupakan persyaratan yang harus 
dicantumkan dalam produk obat dan makanan. NIE untuk produk-
produk obata dan makanan dalam hal ini yang berwenang adalah Balai 
Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM). Berikut NIE yang 
harus diperhatikan oleh para konsumen di Indonesia, yang dikeluarkan 
oleh BPOM. Untuk Nomor notifikas kosmetika diawali dengan 2 huruf 
dan diikuti dengan 12 digit angka. Kode huruf:48 
N  : Notifikasi 
(…)  : Kode Huruf 
Contoh : N (…) 12345678912 
Kosmetik  yang telah mendapatkan izin edar memiliki nomor  
registrasi izin edar, dengan kode sebagai berikut:49 
a. Yang mendapatkan izin edar sebelum notifikasi, izin edar 
diterbitkan oleh Departemen kesehatan dengan kode CD/CL 
diikuti 10 digit angka, masa berlaku  sampai  dengan  Januari  
2014  setelah  itu  izin  edar  melalui notifikasi:  
CD/CL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                                                          
47Ibid., Pasal 43. 
48http://wartakesehatan.com/48346/kenali-nomor-izin-edar-sebelum-membeli 





CD/CL  : Kosmetik produksi dalam negeri/Kosmetik produksi 
  luar negeri atau lisensi. 
1, 2  : Jenis kategori kosmetik. 
3, 4  : Jenis sub kategori. 
5,6  : Tahun berakhir izin (dibalik). 
7,8,9,10  : Tahun pendaftaran. 
b. Izin  melalui  notifikasi,  izin  edar  diterbitkan  oleh  Badan  
POM  RI  dengan kode C diikuti 12 digit angka: 
C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
Keterangan: 
C : Huruf C singkatan dari cosmetic 
1 : Kode benua, disusun secara alphabetis 
2,3 : Kode Negara yang disusun secara alphabetis 
4,5 : Tahun notifikasi 
6,7 : Kategori kosmetik ASEAN 
8-12 : Nomor urut notifikasi pada tahun yang bersangkutan. 
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H. Balai  Besar  POM  
1. Tugas Pokok Balai Besar POM 
Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM di daerah, Balai 
Besar POM Makassar melaksanakan  tugas berdasarkan  Keputusan  
Kepala Badan  POM  Nomor  HK.00.05.21.4232  Tahun  2004  Tentang  
Perubahan  atas Keputusan  Kepala  Badan  POM  RI  Nomor:  
05018/SK/KBPOM  Tahun 2001  Tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  
Unit  Pelaksana  Teknis  di  Lingkungan  Badan  POM,  mempunyai  
tugas  melaksanakan  kebijakan  dibidang  pengawasan produk  
terapetik,  narkotika,  psikotropika  dan  zat  adiktif  lain,  obat  
tradisional, kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan dan 
bahan berbahaya. 
Sesuai dengan surat Keputusan Kepala Badan POM RI tersebut 
di atas,  tugas tiap bidang sebagai berikut : 
a. Bidang  Pengujian  Produk  Terapetik,  Narkotika,  Obat  
Tradisional, Kosmetik  dan  Produk  Komplemen, mempunyai  
tugas  melaksanakan penyusunan  rencana  dan  program,  
evaluasi  dan  laporan  pelaksanaanpemeriksaan secara 
laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang produk  
terapetik  Narkotika,  Obat  Tradisional,  Kosmetik  dan  
Produk Komplemen; dan 
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b. Bidang  Pengujian  Pangan,  Bahan  Berbahaya  dan  
Mikrobiologi,mempunyai  tugas melaksanakan  penyusunan  
rencana  dan  program, evaluasi  dan  laporan  pelaksanaan  
pemeriksaan  secara  laboratorium, pengujian dan penilaian 
mutu di bidangpangan dan bahan berbahaya serta 
pemeriksaan  laboratorium  pengujian  dan  pengendalian  
mutu  di  bidang mikrobiologi; 
Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi 
terdiri dari : 
1) Seksi Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya, 
mempunyai tugas melakukan  penyiapan  bahan  
penyusunan  rencana  dan  program,  evaluasi dan  laporan  
pengelolaan  laboratorium  dan  pengendalian  mutu  hasil 
pengujian pangan dan bahan berbahaya; 
2) Seksi  Laboratorium  Mikrobiologi, mempunyai  tugas  
melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 
program, evaluasi dan laporan pengelolaan  laboratorium  
dan  pengendalian  mutu  hasil  pengujian mikrobiologi. 
3) Bidang  Pemeriksaan  dan  Penyidikan,mempunyai  tugas  
melaksanakan penyusunan  rencana dan  program,  evaluasi  
dan  laporan  pemeriksaan setempat,  pengambilan  contoh  
untuk  pengujian,  dan  pemeriksaan  sarana produksi,  
distribusi  dan  pelayanan  kesehatan  serta  penyidikan  
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kasus pelanggaran  hukum  di  bidang  produk  terapetik,  
narkotika,  psikotropika dan  zat  adiktif  lainnya,  obat  
tradisional,  kosmetik,  produk  komplemen, pangan dan 
bahan berbahaya; 
4) Bidang  Sertifikasi  dan  Layanan  Informasi  Konsumen, 
mempunyai tugas  melaksanakan  penyusunan  rencana  
dan  program,  evaluasi  dan laporan  pelaksanaan  
sertifikasi  produk,  sarana  produksi  dan  distribusi tertentu, 
serta layanan informasi konsumen. 
2. Visi dan Misi Balai Besar POM 
Balai Besar POM di Makassar sesuai Keputusan Kepala Badan 
POM RI Nomor  HK.04.01.21.11.10.10509  tentang  Penetapan  Visi  
dan  Misi  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  memiliki Visi dan 
Misi sebagai berikut :50 
Visi: Badan POM adalah menjadi institusi terpercaya yang diakui 
secara internasional di bidang pengawasan obat dan 
makanan untuk melindungi masyarakat.  
Misi: 
a. Melindungi kesehatan masyarakat dari resiko peredaran 
produk tradisional, produk komplemen dan kosmetik yang 
tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan khasiat 
                                                          
50Tonny Sumarsono, 2012, Pengantar Studi Farmasi, Buku Kedokteran EGC., 
Jakarta, hlm. 176. 
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atau kemanfaatan serta produk panga yang tidak aman dan 
tidak layak dikonsumsi; 
b. Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan 
penggunaan yang salah produk obat, narkotik, psikotropik 
dan zat adiktif serta resiko akibat penggunaan produk dan 
bahan berbahaya; 
c. Mengembangkan Obat Asli Indonesia dengan mutu, khasiat 
dan keamanan yang dapat dipertanggungjawaban secara 
ilmiah dan dapat digunakan untuk mengingatkan kesahatan 
masyarakat; 
d. Memperluas akses obat bagi masyarakat luas dengan mutu 
yang tinggi dan dengan harga yang terjangkau.  
3. Fungsi Balai Besar POM 
Adapun fungsi Badan POM adalah sebagai berikut:51 
a. Pengaturan, regulasi dan standarisasi; 
b. Lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan 
cara-cara produksi yang baik; 
c. Evaluasi produk sebelum diizinkan beredar; 
d. Post Marketing termasuk sampling dan pengujian 
laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, 
penyidikan dan penegakan hukum; 
e. Pre-audit dan pasca-audit iklan dan promosi produk; 
                                                          
51Ibid., hlm. 177. 
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f. Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan 
makanan; 
g. Komunikasi, informasi dan edukasi publik termasuk peringatan 
publik. 
4. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) 
Badan POM menjelaskan sistem pengawasan yang komperhensif, 
semenjak awal proses suatu produk hingga produk tersebut beredar di 
tengah masyarakat, melalui SisPOM secara tiga (3) lapis, yaitu:52 
1) Sub-sistem Pengawasan Produsen yaitu sistem 
Pengawasan internal oleh produsen melalui pelaksanaan 
cara-cara produksi yang baik agar setiap bentuk 
penyimpangan dari standart mutu dapat diteksi sejak awal. 
Produsen bertanggung jawab secara hukum atas mutu dan 
keadaan produk yang dihasilkannya. Apabila terjadi 
penyimpangan dan pelanggaran terhadap standart yang 
telah ditetapkan maka produsen dikenakan sanksi, baik 
administratif maupun pro-justisia; 
2) Sub-sistem Pengawasan Konsumen adalah sistem 
pengawasan oleh masyarakat konsumen sendiri melalui 
peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan 
mengenai kualitas produk yang digunakannya dan cara-cara 
penggunaan produk yang rasional. Dengan adanya sub-




sistem pengawasan konsumen maka konsumen dapat 
membentengi dirinya sendiri terhadap penggunaan produk-
produk yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak 
dibutuhkan, juga mendorong produsen untuk hati-hati dalam 
menjaga kualitasnya. Hal ini erat kaitannya dengan hak dan 
kewajiban konsumen yang diatur dalam UUPK; dan 
3) Sub-sistem Pengawasan Pemerintah? Balai Besar POM 
yaitu sistem pengawasan oleh pemerintah melalui 
pengaturan dan standarisasi, penilaian keamanan, khasiat, 
dan mutu produk sebelum diizinkan beredar di Indonesia, 
inspeksi, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium 
produk yang beredar serta peringatan kepada publik yang 
didukung penegakkan hukum. Pemerintah juga 












A. Lokasi Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di wilayah kota 
Makassar dan sebagai lokasi penelitian pada Balai Besar Pengawasan 
Obat dan Makanan Makassar dengan alasan bahwa lokasi penelitian 
tersebut merupakan instansi yang paling berkompeten dan paling erat 
kaitannya dengan kasus Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Tanpa Izin 
Edar dalam hal memberikan data, informasi dan kelengkapan penelitian 
bagi penulis, serta di beberapa tempat yang menyediakan bahan 
pustaka yaitu di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini dipergunakan dua jenis data yaitu: 
1. Data Primer 
Data primer adalah diperoleh secara langsung dari responden 
melalui wawancara terbuka dan pernyataan langsung yang 
dilakukan dalam penelitian lapangan. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan 
melalui literatur atau studi kepustakaan, internet, buku-buku 
ilmu hukum, hasil penelitian, aturan perundang-undangan, 
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surat kabar, majalah, dan lain sebagainya yang berhubungan 
erat dengan masalah yang akan diteliti. 
C. Tekhnik Pengumpulan Data 
Tekhnik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan oleh 
peneliti dan membuat pedoman wawancara dan dilakukan 
terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber 
informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, 
keyakinan, perasaan, motivasi serta cita-cita dari narasumber 
yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana 
peredaran kosmetik tanpa izin edar. 
2. Dokumen, yaitu tekhnik pengumpulan data dengan cara 
mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan 
permasalahan yang dikaji. 
 
D. Analisis Data 
Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian selanjutnya dianaliss 
secara kualitatif dan dibahas dalam bentuk penjabaran dengan 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Wilayah Kota Makassar 
Lokasi penelitian di Kota Makassar. Wilayah Kota Makassar 
berada pada koordinat 199 derajat Bujur Timur dan 5,8 derajat Lintang 
Selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari 
pemukiman laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar 
dengan kemiringan 0-5 derajat keaarah barat. Luas wilayah Kota 
Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 km² daratan dan 
termasuk 11 pulau di Selat Makassar ditambah luas wilayah perairan 
kurang lebih 100 km².  
Jumlah kecamatan di Kota Makassar sebanyak 14 kecamatan, 
secara administratif Kota Makassar terbagi atas  143 kelurahan, 971 
RW dan 4.789 RT. Diantara kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan 
yang berbatasan dengan pantai, yaitu: 
1. Kecamatan Mariso 
2. Kecamatan Mamajang 
3. Kecamatan Tamalate 
4. Kecamatan Rappocini 
5. Kecamatan Makassar 
6. Kecamatan Ujung Pandang 
7. Kecamatan Wajo 
8. Kecamatan Bontoala 
49 
 
9. Kecamatan Ujung Tanah 
10. Kecamatan Tallo 
11. Kecamatan Panakkukang 
12. Kecamatan Manggala 
13. Kecamatan Biringkanaya 
14. Kecamatan Tamalanrea 
Sedangkan batas-batas wilayah administratif dari letak Kota 
Makassar, antara lain: 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep 
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa 
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar  
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros  
Wilayah Kota Makassar termasuk daerah beriklim panas. 
Kelembaban udara berkisar antara 97 derajat celcius sampai 99 derajat 
celcius dengan temperature berkisar 27 derajat celcius sampai dengan 
35 derajat celcius. Pada priode April sampai dengan September, 
bertiup angin timur yang membawa hujan. Sebaliknya pada bulan 
oktober sampai dengan maret bertiup angin barat, saat Dimana 
mengalami musim kemarau di Kota Makassar. 
Penyebaran penduduk Kota Makassar dirinci menurut kecamatan 
menunjukkan bahwa penduduk masih terkonsentrasi diwilayah 
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kecamatan Tamalate, sebanyak 154.464 atau sekitar 12,14 persen dari 
total penduduk, disusul kecamatan Rappocini sebanyak 145.090 jiwa 
atau sekitar 11,40 pesen. Kecamatan Pnakkukang sebanyak 136.555 
jiwa atau sekitar 10,73 persen, dan yang terendah adalah kecamatan 
Ujung Pandang sebanyak 29.064 jiwa atau sekitar 2,28 persen. 
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Peredaran 
Kosmetik Tanpa Izin Edar 
Berbicara mengenai kriminologis akan erat kaitannya dengan 
berbicara mengenai faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya 
suatu kejahatan, termasuk salah satunya pada kasus peredaran 
kosmetik yang tidak memenuhi syarat atau tanpa izin edar. 
Pada penelitian ini Penulis akan melakukan pengkajian terkait 
faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya peredaran kosmetik 
tanpa izin edar. Penulis menganggap perlu untuk melakukan 
pembahasan terkait hal ini karena pada tempat lokasi penelitian 
Penulis. Hal ini dapat dilihat pada data yang diperoleh Penulis di Balai 
Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar pada 
penelitian yang dilakukan tanggal 01 November 2016 sampai tanggal 
01 Desember 2016. 
Untuk menunjang data hasil penelitian ini, penulis melakukan 
pencarian data lapangan dengan cara menghubungi pihak BBPOM 
yaitu melakukan wawancara dengan Ibu Dra. Madania Waris., Apt 
51 
 
selaku Kepala Seksi Penyidikan. Data hasil wawancara tersebut dapat 
Penulis uraikan sebagai berikut: 
Pada tahun 2014 hingga tahun 2016 BBPOM (Balai Besar 
Pengawas Obat dan Makanan) Makassar telah merilis beberapa daftar 
kosmetik berbahaya yang mengandung Merkuri, antara lain: 
1. DR. Whitening treatment night cream 
2. LIE CHE Day Cream 
3. LIE CHE Whitening Soap 
4. LIEN HUA Night Cream (Bunga Teratai) 
5. LIEN HUA Day Cream (Bunga Teratai) 
6. Walet Krim (Day Cream Small) 
7. Walet Krim (Night Cream Small) 
8. Pemutih Dokter 
9. SP Special UV Whitening 
10. Spesial Pearl Cream Super 
11. Pemutih Sejuta Bintang 
12. Racikan Walet Putih 
13. Night Cream SJ SIN JUNG 
14. Day Cream SJ UV White SJ SIN JUNG 
15. Vitamin Pemutih Kecantikan 
16. Klip 80"S Night Cream 
17. Klip 80"S Day Cream 
18. VAYALA Nightly Cream 
19. VAYALA Daily Cream 
20. VAYALA Sabun Transparan  
 
Daftar kosmetik berbahaya yang mengandung Pewarna 
berbahaya, antara lain: 
1. JUST MISS Lip Color Lipstick No.41 
2. FEVES Color Cream 0.43 Phoenix Red 
3. FEVES Color Cream 0.43 Phoenix Red (NA) 
4. FEVES Color Cream 5.36 Golden Cupprum 
5. POND'S Beauty Care Make Up Lipstick Colorful Eye Shadow 
Two Way Cake (pink) 
6. IZOUCA Eye Shadow Two Way Cake with Pearl Nutrient 
7. TAILAIMEI 3 in 1 Two way cake and eye shadow no.A3 
8. TAILAIMEI eye shadow and blusher 3 two way cake no. A12 
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9. TAILAIMEI make up kit eye shadow and lipstick 7 blusher and 
two way cake no.A81 
10. TAILAIMEI make up kit compact powder, eye shadow blusher 
and lipstick No. A73 
11. TAILAIMEI fashion make up kit eye shadow lipstick and 
blusher and two way cake no. A92 
12. TAILAIMEI Make Up kit eye shadow lipstick No.A64 
13. TAILAIMEI Make Up Kit beautiful color no.A78 
14. TAILAIMEI 12 Eye Shadow and 4 Blush and 3 Two way cakes 
15. TAILAIME make up kita eye shadow, blusher two way cake 
No.A10 
16. TAILAIMEI make up kit compact powder eye shadow blusher 
and lipstick no.A65 
17. TAILAIMEI make up kit eye shadow blusher two way cake 
18. TAILAIMEI make up kit eye shadow lipstick blusher and two 
way cake No.A67 
19. TAILAIMEI make up kit complete beauty care eye shadow 
20. TAILAIMEI lipstick blusher two way cake No.A88 
21. TIANNUO Lipstick Paris 
22. POND'S Lip Beauty Moisture  
 
Daftar kosmetik berbahaya yang mengandung Hidroquinon, 
antara lain: 
1. SBM-2 Cream 
2. SB-2 Cream 
3. SBM-1 Cream 
4. SB-1 Cream 
5. SB-3 Cream 
6. SL-2 Cream  
Daftar merek-merek kosmetik Kecantikan Berbahaya, antara lain: 
1. BAOLISHI Lipstick No 15 (gold case) 
2. BAOLISHI Lipatick No 15 (yellow case) 
3. BAOLISHI Lipstick No 20 (gold case) 
4. BAOLISHI Lipstick No 20 (green case) 
5. BAOLISHI Lipstick No 20 (red case) 
6. BAOLISHI Lipstick No 20 (yellow case) 
7. BAOLISHI Lipstick No 25 
8. BAOLISHI Lipstick No 33 
9. KISS Beauty No 7 
10. KISS Beauty No 8 (pink case) 
11. MISS BEAUTY Lipstick No 07 
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12. MONALIZA Lipstick No 20 (gold case) 
13. MONALIZA Lipstick No 20 (cartoon casing) 
14. MONALIZA Series Lipstick No 20 (gold case) 
15. MONALIZA Series Lipstick No 20 (pink case) 
16. MONALIZA Series Lipstick No 5 
17. BAOLISHI Lipstick No 20 (gold case) 
18. KISS BEAUTY No 20 
19. HAN’S SKIN CARE TRIAL Flawless Night Cream 
20. HAN’S SKIN CARE Flawless Night Cream 
21. PLATINUM Cream Malam 
22. MEILI Freckle Cream 
23. COSMEDIC Cream 4 Pagi Sore 
24. SARI Daily Cream for Oily Skin 
25. SARI Night Cream for Oily Skin 
26. SARI Sabun Muka Lime 
27. SARI Daily Cream for Normal Skin 
28. SARI Night Cream for Normal Skin 
29. SARI Sabun Muka Papaya + Honey 
30. CHANLEEVI No 04 
31. KISS BEAUTY No 8 
32. LADYMATE Lipstick No 02 (NA 1811302790) 
33. LADYMATE Lipstick No 03 (NA 1811302791) 
34. LADYMATE Lipstick No 04 
35. LADYMATE Lipstick No 06 (NA 18111302889) 
36. LADYMATE Lipstick No 07 
37. LADYMATE Lipstick No 08 
38. LADYMATE Lipstick No 09 
39. LADYMATE Lipstick No 10 
40. LADYMATE Lipstick No 11 
41. LADYMATE Lipstick No 12 
42. LADYMATE Lipstick No 02 (NA 18121301026) 
43. LADYMATE Lipstick No 03 (NA 18121301027) 
44. LADYMATE Lipstick No 06 (NA 18121301030) 
45. IMPLORA Lipstik 01 
46. IMPLORA Fashionable Cos. Complete MU Tas (lipstik) 
47. IMPLORA Fashionable Cos. Complete MU Tas (eye shadow) 
48. IMPLORA Fashionable Cosmetic 707 (eye shadow) 
49. IMPLORA Fashionable Cosmetic 707 02 (eye shadow) 
50. IMPLORA Fashionable Cosmetic 707 02 (blush on) 
51. IMPLORA Lipstik 03 
52. HAN’S SKIN CARE TRIAL Treatment Toner 
53. HAN’S SKIN CARE Treatment Toner 
54. STEFANI Crem Malam 
55. Citra Jelita Night Cream 
56. SULAMIT Miraculous White Day Cream Passion Series 
57. HAN’S SKIN CARE TRIAL Flawless Day Cream 
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58. HAN’S SKIN CARE Flawless Day Cream 
59. QB White Night Cream 
60. COSMEDIC Formula Baru Cream No 8 
61. Dr BL Skin Care Caira Peremajaan Plus 
62. Herbal Health Ru Special Cream 
63. Herbal Health Ji Special Cream 
64. Herbal Health Cream Yi Special Cream 
65. Herbal Health Xiang Cream 
66. Protect & Serve, 2 Oz 
67. AUBAINE Rejuvenating Intensive Serum 
68. BIO-K Sulf Anti Acne Cream 
 
Bahan berbahaya yang teridentifikasi dalam produk kosmetika 
tersebut antara lain: merkuri, hidroqinon, asam retinoat, deksametason, 
klindamisin, serta bahan pewarna merah K3 dan merah K10. Bahan-
bahan berbahaya tersebut dilarang untuk digunakan dalam pembuatan 
kosmetika berdasarkan Peraturan Kepala BPOM RI No. 18 Tahun 2015 
tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. 
Penambahan bahan-bahan berbahaya tersebut ke dalam 
kosmetika dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan antara lain: 
1. Merkuri 
Banyak disalahgunakan sebagai bahan pemutih atau 
pencerahan kulit, bersifat karsinogenik (menyebabkan kanker) 
dan teratogenik (mengakibatkan cacat pada janin). Merkuri 
adalah salah satu logam berat yang walau dalam penggunaan 
sedikit saja dapat bersifat racun dan tentu saja dapat memberi 
efek buruk jika racun tersebut terus menumpuk di kulit. 
2. Asam Retinoat 
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Banyak disalahgunakan sebagai pengelupasan kulit kimiawi 
(peeling) bersifat teratogenik. 
3. Hiroqinon 
Banyak disalahgunakan sebagai bahan pemutih atau 
pencerah kulit, selain dapat menyebabkan iritasi kulit, juga 
dapat menimbulkan ochronosis (kulit berwarna kehitaman) 
yang mulai terlihat setelah 6 bulan penggunaan dan 
kemungkinan bersifat irreversible (tidak dapat dipulihkan). 
4. Bahan Pewarna Merah K3 dan Merah K10 
Banyak disalahgunakan pada lipstik atau sediaan dekoratif 
lain (pemulas kelopak mata dan perona pipi). Kedua zat warna 
ini bersifat karsinogenik. 
Hal ini diungkapkan dari hasil wawancara dengan salah satu 
dengan Kepala Seksi Penyidikan BBPOM di Makassar Ibu Dra. 
Madania Waris., Apt (wawancara tanggal 02 November 2016). 
Peningkatan signitifikan terjadi setiap tahunnya, setiap tahunnya 
kebanyakan yang bermunculan adalah pelaku yang baru 
memperdagangkan kosmetik tanpa izin edar, dan kebanyakan kosmetik 
yang berhasil disita adalah kosmetik yang diperdagangkan di pasaran, 
bahkan peredaran  kosmetik tanpa izin edar sekarang ini tidak hanya 
ditemukan dipasar-pasar, banyak juga ditemukan di online shop demi 
mendapatkan keuntungan yang lebih banyak atau lebih  besar. 
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Menurut beliau (wawancara tanggal 02 November 2016), terkait 
peredaran kosmetik tanpa izin edar, BPOM mengeluarkan peringatan 
publik (public warning) yang bertujuan agar masyarakat tidak 
menggunakan kosmetik tanpa izin edar tersebut karena dapat 
membahayakan kesehatan. 
Terkait dengan hal tersebut, dalam penanganan peredaran 
kosmetika ini, dijelaskan bahwa BBPOM Makassar dan jajarannya di 
daerah secara rutin dan berkesinambungan melakukan pengawasan 
peredaran kosmetik tanpa izin edar termasuk kemungkinan 
penggunaan bahan berbahaya/dilarang. Juga diuraikan tindak lanjut 
pengawasan yang dilakukan sampai penegakan hukumnya. 
Berkaitan dengan obat-obatan dan kosmetik tanpa izin edar 
mudah sekali didapatkan di pasar dan masalah ini merupakan masalah 
yang berulang kali terjadi beliau menegaskan bahwa hal ini terjadi 
karena orang-orang yang nakal. Banyak industri kecil atau industri 
rumah tangga yang membuatnya dan ingin mengeruk keuntungan dari 
konsumen. Masalah ini sulit diselesaikan karena sudah lama terjadi dan 
cukup luas penyebarannya. BBPOM khususnya bidang pemeriksaan 
dan penyidikan bekerja secara rutin dan juga dengan adanya delik 
aduan atau  pengaduan dari konsumen atau masyarakat. 
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Menurut beliau, BBPOM melakukan pemeriksaan atau inspeksi 
mendadak dilapangan, pengawasan terbagi 2 (dua) (wawancara 
tanggal 02 November 2016),  yaitu: 
1. Petugas Pemeriksaan 
Melakukan di sarana-sarana resmi (toko, distributor resmi 
yang memiliki izin, produsen resmi dan izin usaha). 
2. Petugas Penyidikan 
Bisa melakukan di sarana-sarana dan juga sarana yang tidak 
resmi atau tidak memiliki izin usaha dengan berkoordinasi 
dengan penyidik POLRI. 
Selain itu tanda registrasi pada obat dan kosmetik mudah 
dipalsukan sehingga banyak masyarakat yang tertipu, beliau 
menegaskan bahwa kemungkinan itu bisa terjadi, akan tetapi produk-
produk itu akan diperiksa oleh Balai Besar POM apakah produk 
tersebut terdaftar di dokumen registrasi. Apabila setelah dicek nama 
obat dan kosmetik itu tidak terdaftar, baru obat dan kosmetik itu akan 
ditarik dari pasaran. 
Pada tahun 2014 hingga 2016 pelaku kosmetik tanpa izin edar 
terus meningkat karena kurangnya sosialisasi oleh pihak yang 
berwenang dan pengetahuan masyarakat mengenai produk berbahaya 
ini, walaupun bidang pemeriksaan dan penyidikan BBPOM selalu 
melakukan penyitaan terhadap kosmetik tanpa izin edar dan kosmetik 
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palsu yang beredar akan tetapi masyarakat masih saja tertarik dengan 
harga yang murah, efek yang cepat terlihat dalam waktu singkat. 
Berikut data responden untuk wawancara kepada korban pengguna 
kosmetik palsu yang dapat dilihat pada table 1,2, 3 dan 4. 
Tabel 1 
Perbandingan Jumlah Pelaku Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar 
 
 
No. Tahun Jumlah Responden 
1. 2014 15 
2. 2015 20 
3. 2016 17 
Sumber Data: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Makassar 
Berdasarkan tabel pertama diatas, tampak bahwa selama kurun 
waktu antara 2014-2016 terdapat 52 pelaku peredaran kosmetik tanpa 
izin edar. Dari tabel tersebut diatas juga dapat dilihat bahwa dari tahun 
2014 hingga 2016 pelaku peredaran kosmetik tanpa izin edar 
mengalami naik turun dengan jumlah pelaku paling sedikit yaitu pada 
tahun 2014 sebanyak 15 pelaku. 
Tabel pertama menunjukkan jumlah responden yang telah 
menjadi pelaku dari peredaran kosmetik tanpa izin edar, berikut hasil 
wawancara yang telah dilakukan penulis (wawancara tanggal 05-09 
November 2016): 
Responden pertama bernama Rusli. Usianya 52 tahun. Pekerjaan 
Wiraswasta dan Pemilik Toko Aneka Kosmetik. Produk yang Rusli jual 
59 
 
adalah Cream Wajah, Lipstik, dan Hand and Body racikan. Rusli sudah 
6 (enam) bulan menjual produk kosmetik, BBPOM memusnahkan 
produk kosmetik yang Rusli jual kurang lebih 300.000.000,00 (tiga ratus 
juta rupiah). Produk kosmetik yang Rusli jual mengandung bahan 
berbahaya dan tanpa izin edar. 
Responden kedua bernama Ika Dewi Safitri. Usianya 24 Tahun. 
Pemilik Ika OlShop (online shop). Produk yang Ika jual adalah Cream 
Pemutih, Kosmetik Korea, Eyeshadow, Lipstik, Pembesar dan Pengecil 
Payudara. Ika sudah 1 (satu) tahun menjual produk kosmetik, BBPOM 
memusnahkan produk kosmetik yang Ika jual kurang lebih 
1.400.000.000.000,00 (satu milioar empat ratus juta rupiah). Produk 
kosmetik yang Ika jual mengandung bahan berbahaya dan tanpa izin 
edar. 
Responden ketiga bernama Akbar Abdullah. Usianya 33 tahun. 
Pekerjaan Distributor Kosmetik. Produk yang Akbar jual adalah Cream 
Wajah, masker, Pensil Alis, Hand and Body racikan dan Eyeshadow. 
Akbar sudah 1 (satu) bulan menjual produk kosmetik, BBPOM 
memusnahkan produk kosmetik yang Akbar jual kurang lebih 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Produk kosmetik yang Akbar 







Jumlah Responden Korban Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar 
 
 
No. Pekerjaan  Jumlah Responden 
1. SMA 5 
2. MAHASISWA 4 
3. IBU RUMAH TANGGA 2 
Sumber Data: Data Primer 
Tabel pertama menunjukkan jumlah responden yang telah 
menjadi korban dari kosmetik tanpa izin edar, berikut hasil wawancara 
yang telah dilakukan penulis (wawancara tanggal 11-15 November 
2016): 
Responden pertama bernama Halima. Usianya 16 tahun. 
Pekerjaan Pelajar SMA, mengaku sebagai korban dari penjualan 
kosmetik tanpa izin edar yang didapatkan langsung dari online shop IG 
(Instagram) yang awalnya disarankan oleh temannya, Halima tidak 
mengetahui tidak adanya izin edar kosmetik dari BPOM (Badan 
Pengawas Obat dan Makanan) tersebut karena masih kurangnya 
informasi yang ia dapatkan tentang kosmetik yang tidak mempunyai izin 
edar, setelah beberapa lama efek yang tidak wajarpun timbul di wajah 
Halima. Sehingga lama-kelamaan menimbulkan jerawat yang 
meradang pada wajah Halima, Halima hanya tertarik pada harga yang 
murah dan melihat wajah temannya yang putih dan berkilau. 
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Responden kedua bernama Linda. Usianya 21 tahun. Pekerjaan 
Mahasiswi, kosmetik yang Linda gunakan sudah cukup lama, akan 
tetapi efek negatif pada kosmetik tersebut muncul setelah pemakaian 
dalam waktu yang panjang, akhirnya Linda pun mengetahui akan 
kepalsuan kosmetik tersebut setelah menggunakannya selama 2 (dua) 
tahun, efek yang dirasakan munculnya jerawat kecil-kecil pada 
wajahnya yang lama-kelamaan jerawat kecil tersebut hilang dan 
menghitam, kosmetik yang ia beli memang kosmetik racikan dan tidak 
ada izin yang dicantumkan diluar kemasan, Linda hanya tertarik pada 
harga yang murah.  
Responden ketiga bernama Eka. Usianya 17 tahun. Pekerjaan 
Pelajar SMA, tidak mengetahui bahwa kosmetik yang ia beli di pasar 
tradisional itu tidak ada izin yang dicantumkan diluar kemasan, Eka 
membelinya karena ada yang menyarankan untuk menggunakan 
kosmetik tersebut, dampak yang Eka rasakan setelah berhenti 
menggunakan kosmetik tersebut, kerusakan kulit wajah lebih parah dari 
sebelum Eka menggunakan kosmetik yang tidak ada izin edarnya. Eka 
tertarik melihat wajah temannya yang putih bersih dan berkilau.  
Responden keempat bernama Ani. Usianya 41 tahun. Pekerjaan 
IRT (Ibu Rumah Tangga), permasalahan yang Ani hadapi sama seperti 
korban-korban kosmetik pada umumnya yaitu munculnya gatal-gatal 
atau iritasi pada kulit, tetapi kebanykan dari responden yang saya 
dapatkan karena kosmetik yang tidak dicantumkan izin edar BPOM 
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diluar kemasan, kosmetik palsu dan dan krim muka yang diracik 
sedangkan penyebab dari iritasi kulit yang diderita oleh Laras karena 
Hand and Body Lotion yang diracik, dampak yang dirasakan ialah gatal-
gatal, kulit terkelupas, dan kering pecah-pecah pada bagian lipatan 
lengan dan lipatan belakang lutut, setelah laras menghentikan 
pemakaian Hand and Body tersebut, kulit pada bagian lipatan lengan 
dan lipatan belakang lututnya pun kembali normal. Ani tertarik pada 
harga yang murah. 
Dengan merangkum hasil wawancara penulis mengemukakan 
bahwa pada umumnya korban penggunaan kosmetik palsu disebaban 
oleh kurangnya pengetahuan korban terhadap kandungan berbahaya 
pada kosmetik tersebut. Dapat dilihat pada table diatas menyatakan 
bahwa, pendidikan seseorang mempengaruhi tingkat kewaspadaannya 
terhadap kosmetik tanpa izin edar, kurangnya pengetahuan yang 
didapatkan membuat korban lebih tertarik mendapatkan hasil dalam 
waktu yang singkat. Mereka bahkan pada umumnya tidak 
memperdulikan informasi yang tertera pada label kemasan kosmetik 


















No. Informasi Barang Tahu Tidak Tahu 
1. Izin Produksi 3 5 
2. Label Kemasan 2 4 
3. Bahan Berbahaya - 6 
4. Kosmetik Racikan 3 3 
Sumber Data: Data Primer 
Penulis dapat menggolongkan beberapa peranan korban yang 
merupakan faktor pada diri sendiri (intern) dalam penggunaan kosmetik 
palsu, yang dapat dilihat pada tabel 4: 
 
Tabel 4 
Peranan Korban yang Ada Pada Diri Korban 
 
No. Alasan Jumlah 
1. ketidaktahuan Korban 6 
2. Mudah Percaya 3 
3. Keadaan Ekonomi Yang Lemah 1 
4. Ingin Mengikuti Tren 7 
Sumber Data: Data Primer 
  Menurut Ibu Dra. Madania Waris., Apt, faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya peredaran kosmetik tanpa izin edar 
(wawancara tanggal 02 November 2016), yaitu: 
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1. Faktor Pengetahuan 
Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat bahwa 
semua sediaan farmasi khususnya kosmetik harus terdaftar atau 
ternotifikasi sebelum diedarkan. 
2. Faktor Ekonomi 
Tingginya nilai jual atau nilai ekonomis produk kosmetik dipasaran 
sehinnga banyak masyarakat berusaha dibidang distribusi atau 
pengecer kosmetik. 
3. Faktor Lingkungan atau Sosial 
Adanya pengaruh iklan atau promosi di sosial media (antar 
masyarakat dari mulut ke mulut). 
C. Upaya Penanggulangan Balai Besar Pengawas Obat dan 
Makanan (BBPOM) Makassar Menangani Adanya Tindak 
Pidana Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar 
1. Tugas Pokok dan Fungsi  
Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM di daerah, Balai 
Besar POM Makassar melaksanakan tugas dan fungsinya 
berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 
HK.00.05.21.4232 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 
Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: 05018/SK/KBPOM 
Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 
Teknis di Lingkungan Badan POM, mempunyai tugas 
melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan produk terapetik, 
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narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, 
kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan 
berbahaya.  
Sesuai dengan surat Keputusan Kepala Badan POM RI 
tersebut di atas, tugas tiap bidang sebagai berikut :  
a. Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat 
Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen 
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana 
dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan 
pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian 
mutu di bidang produk terapetik Narkotika, Obat 
Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen.  
b. Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan 
Mikrobiologi mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan 
pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian 
dan penilaian mutu di bidangpangan dan bahan 
berbahaya serta pemeriksaan laboratorium pengujian dan 
pengendalian mutu di bidang mikrobiologi.  
Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :  
1) Pelaksanaan dan penyusunan rencana dan program, 
evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan 
pengendalian mutu hasil pengujian pangan dan bahan 
berbahaya: dan 
2) Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, evaluasi 
dan laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian 
mutu hasil pengujian mikrobiologi.  
Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi 
terdiri dari : 
1) Seksi Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya, 
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan 
pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil 
pengujian pangan dan bahan berbahaya; dan 
2) Seksi Laboratorium Mikrobiologi mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 
program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium 
dan pengendalian mutu hasil pengujian mikrobiologi.  
c. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan rencana dan program, 
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evaluasi dan laporan pemeriksaan setempat, pengambilan 
contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana 
produksi, distribusi dan pelayanan kesehatan serta 
penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk 
terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, 
obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan 
dan bahan berbahaya.  
Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:  
1) Menyusun rencana dan program pemeriksaan dan 
penyidikan obat dan makanan;  
2) Pelakasanaan pemeriksaan setempat pengambilan 
contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana 
produksi, distribusi dan pelayanan kesehatan dibidang 
produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif 
lainnya, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, 
pangan dan bahan berbahaya; 
3) Pelaksanaan penyidikan kasus pelanggaran hukum di 
bidang produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat 
adiktif lainnya, obat tradisional, kosmetik, produk 
komplemen, pangan dan bahan berbahaya; dan  
4) Evaluasi dan penyusunan laporan pemeriksaan dan 
penyidikan obat dan makanan.  
Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri dari :  
1) Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas melakukan 
pemeriksaan setempat pengambilan contoh untuk 
pengujian, dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi 
dan pelayanan kesehatan dibidang produk terapetik, 
narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, obat 
tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan 
bahan berbahaya; dan 
2) Seksi Penyidikan, mempunya tugas melakukan 
penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk 
terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, 
obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan 
dan bahan berbahaya.  
d. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen, 
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana 
dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan sertifikasi 
produk, sarana produksi dan distribusi tertentu, serta 
layanan informasi konsumen.  
Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :  
1) Penyusunan rencana dan program sertifikasi produk dan 
layanan informasi konsumen; 
2) Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan 
distribusi tertentu; 
3) Pelakasanaan Layanan Informasi Konsumen; dan 
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4) Evaluasi dan penyusunan laporan sertifikasi produk dan 
layanan informasi konsumen. 
 
Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen terdiri 
dari : 
1) Seksi Sertifikasi, mempunyai tugas melakukan sertifikasi 
produk, sarana produksi dan distribusi tertentu; dan 
2) Seksi Layanan Informasi Konsumen, mempunyai tugas 
melakukan layanan informasi konsumen.  
 
e. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas memberikan 
pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan BBPOM. 
f. Kelompok Jabatan Fungsional  
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian Kepala Seksi 
Penyidikan Makassar Ibu Dra. Madania Waris., Apt. dijelaskan bahwa 
upaya yang dilakukan terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar di 
Kota Makassar (wawancara tanggal 02 November 2016), ialah: BBPOM 
telah melakukan perencanaan dalam setiap tahunnya untuk melakukan 
pemeriksaan dan penyidikan ke daerah-daerah, tokoh-tokoh, dan 
tempat peredaran kosmetik lainnya di Kota Makassar. Ini sudah 
merupakan visi misi dari BPOM itu sendiri untuk melindungi kesehatan 
dan keselamatan konsumen, dengan tugas pokok melakukan 
pengawasan terhadap produk-produk obat dan Makanan.  
Menurut, Dra. Madania Waris., Apt selaku Kepala Seksi 
Penyidikan, upaya BBPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) 
Makassar dalam menangani adanya peredaran kosmetik tanpa izin 
edar (wawancara tanggal 02 November 2016), yaitu: 
1. Melakukan pengawasan terhadap kosmetik baik dari tahap 
produksi sampai distribusi ke masyarakat; 
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2. Melakukan investigasi atau penyelidikan, penyaluran atau 
distribusi kosmetik secara ilegal atau tanpa izin edar; 
3. Melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan produsen 
dan/atau peracik dan/atau pengemas ulang kosmetik; dan 
4. Melakukan penindakan terhadap distributor dan/atau penjual 
atau pengecer kosmetik tanpa izin edar. 
Dengan tetap mengedepankan Upaya Pre-emtif, preventif, dan 
represif. 
a. Upaya Pre-emtif 
Upaya pre-emtif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak 
kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. 
Singkatnya, dalam upaya pre-emtif ini, yang dihilangkan 
adalah niat dari calon pelaku. Penanggulangan peredaran 
kosmetik tanpa izin edar di kota Makassar, apabila dikaji 
secara kriminologis maka upaya yang dapat dilakukan yaitu 
hanya upaya pre-emtif. Penanggulangan kejahatan yang 
bersifat pre-emtif adalah suatu tindakan pencegahan dengan 
usaha-usaha yang dilakukan sebelum terjadinya suatu 
kejahatan.  
Tindakan ini lebih baik dari pada represif, karena tindakan ini 
memungkinan untuk tidak timbulnya kejahatan terlebih dahulu. 
Dalam upaya pre-emtif, yang dicegah adalah niat dari si 
pelaku. Tindakan pre-emtif ini, selain dilakukan oleh bidang 
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pemeriksaan dan penyidikan BBPOM sendiri, juga bekerja 
sama dengan pihak kepolisian, dan lembaga-lembaga yang 
membidangi masalah kosmetik di Kota Makassar.  
Upaya yang telah dilakukan oleh BBPOM sejauh ini adalah 
melakukan pemeriksaan di pasar-pasar tradisional, toko-toko 
kecil dan toko besar (supermarket). 
b. Upaya Preventif  
Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif 
yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya 
kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah 
menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.  
Untuk meningkatkan kesadaran konsumen kosmetik tanpa izin 
edar di Kota Makassar, selain dari upaya pre-emtif, Perlunya 
juga kesadaran konsumen kosmetik, karena jika penggunaan 
konsumen kosmetik tanpa izin edar meningkat maka 
penjualan kosmetik tanpa izin edar pun tak henti-hentinya 
beredar dengan cara apapun itu, baik di media sosial maupun 
di tempat-tempat yang tersembunyi yang tidak gampang 
dijangkau oleh aparat pemberantas kosmetik palsu, meskipun 
sudah adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat-aparat 





c. Upaya Represif (penindakan)  
Sedangkan upaya represif ialah upaya yang dilakukan pada 
saat telah terjadi suatu tindak pidana atau kejahatan yang 
tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) 
dengan menjatuhkan hukuman maupun pembinaan-
pembinaan. 
Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan 
pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian 
ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya 
peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti 
investasi bagi pembangunan Negara. Di dalam Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Undang-
Undang Kesehatan), tidak dijelaskan secara rinci. Undang-
Undang tersebut hanya menjelaskan bahwa sediaan farmasi 
adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. 
Artinya disini bahwa kosmetik dalam undang-undang 
kesehatan masuk dalam golongan sediaan farmasi. Meskipun 
demikian, perangkat Undang-Undang kesehatan yang 
mengatur tentang kosmetik telah ada, sampai saat ini masih 
ditemukan pelanggaran atau penyalahgunaan peraturan 
perundang-undangan terutama di bidang kosmetika di 
beberapa wilayah di Indonesia khususnya Makassar 
menyebabkan perlunya peran aktif dari pemerintah, aparat 
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penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah hal 
tersebut. 
Muncul analisa Penulis bahwa peredaran kosmetik yang tidak 
didaftarkan di BPOM namun beredar dan dijual di masyarakat telah 
melanggar peraturan hukum yang ada. Pelaku usaha telah melanggar 
ketentuan dalam Pasal 4 huruf c, Pasal 7 huruf a, dan d, Pasal 8 ayat 
(1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen, Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 
D. Kriteria dan Tata Cara Notifikasi 
1. Tujuan Sistem Notifikasi, yaitu: 
a. Memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada 
Industri atau Importir tentang Quality (Mutu), Safety 
(Keamanan), dan Efficacy (Manfaat) dari kosmetika; dan 
b. Pimpinan Industri atau Importir harus menandatangani 
pernyataan (declaration) mengenai jaminan mutu, 
keamanan dan manfaat produk. 
2. Tanggung Jawab Terhadap Kosmetika 
Industri, importir kosmetik, atau usaha yang melakukan 
kontrak produksi harus: 
a. Bertanggung jawab terhadap keamanan, manfaat dan 
mutu kosmetika yang diedarkan; 
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b. Melakukan Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS) 
dan melaporkan apabila terjadi kerugian atau KTD 
penggunaan kosmetika, untuk menangani keluhan 
dan/atau menarik kosmetika;  
c. Melaporkan ke BPOM apabila kosmetika yang sudah 
dinotifikasi tidak lagi diproduksi atau diimpor; dan 
d. Bertanggung jawab terhadap kosmetika yang tidak lagi 
diproduksi atau diimpor yang masih ada peredaran. 
3. Tata Cara Pengajuan Notifikasi, yaitu 
a. Pemohon yang akan mengajukan permohonan notifikasi 
harus mendaftarkan diri kepada Kepala Badan; dan 
b. Pemohon sebagaimana dimaksud terdiri atas:  
i. Industri kosmetika yang berada di wilayah Indonesia 
yang telah memiliki izin produksi;  
ii. Importir yang bergerak dibidang kosmetika sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
atau  
iii. Usaha perorangan/badan usaha yang melakukan 
kontrak produksi dengan industri kosmetika yang telah 
memiliki izin produksi.  
c. Importir harus memiliki surat penunjukan keagenan dari 
industri di negara asal.  
Yang dapat mengajukan permohonan notifikasi, yaitu: 
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a. Industri kosmetika yang berada di wilayah Indonesia yang 
telah memiliki izin produksi; 
b. Importir kosmetika yang mempunyai Angka Pengenal 
Impor (API) dan surat penunjukkan keagenan dari 
produsen negara asal, dan/atau 
c. Usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak 
produksi dengan industri kosmetika yang telah memiliki 
izin produksi. 
Pemohon tersebut diatas harus memiliki Dokumen Informasi 
Produk (DIP) sebelum kosmetika dinotifikasi. DIP tersebut harus 
disimpan oleh pemohon, dan harus ditunjukkan jika sewaktu-
waktu diperiksa atau diaudit oleh Badan POM. 
4. Prosedur Pendaftaran Pemohon Notifikasi Kosmetik 
 





5. Prosedur Notifikasi Kosmetika 
 
Sumber Data: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Makassar 
 
 
6. Persyaratan Kosmetika Beredar, yaitu: 
a. Kosmetika terdaftar atau ternotifikasi; 
b. Memenuhi persyaratan teknis kosmetika; 
c. Memiliki DIP (Dokumen Informasi Produk); 
d. Di produksi pada sarana yang sudah menerapkan CPKB 
(Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik); dan 
e. Kosmetik impor masuk sesuai ketentuan pemasukan 










A.     Kesimpulan  
Berdasarkan hasil pembahasan diatas, penulis dapat 
menyimpulkan bahwa: 
1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran 
kosmetik tanpa izin edar, yaitu: 
a. Faktor Pengetahuan: Kurangnya kesadaran dan 
pengetahuan masyarakat bahwa semua sediaan farmasi 
khususnya kosmetik harus terdaftar atau ternotifikasi 
sebelum diedarkan. 
b. Faktor Ekonomi: Tingginya nilai jual atau nilai ekonomis 
produk kosmetik dipasaran sehinnga banyak masyarakat 
berusaha dibidang distribusi atau pengecer kosmetik. 
c. Faktor Lingkungan atau Sosial: Adanya pengaruh iklan 
atau promosi di sosial media (antar masyarakat dari mulut 
ke mulut). 
2. Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan  (BBPOM) 
Makassar dalam menangani adanya tindak pidana peredaran 
kosmetik tanpa izin edar, yaitu: 
a. Melakukan pengawasan terhadap kosmetik baik dari 
tahap produksi sampai distribusi ke masyarakat; 
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b. Melakukan investigasi atau penyelidikan, penyaluran atau 
distribusi kosmetik secara ilegal atau tanpa izin edar; 
c. Melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan 
produsen dan/atau peracik dan/atau pengemas ulang 
kosmetik; dan 
d. Melakukan penindakan terhadap distributor dan/atau 
penjual atau pengecer kosmetik tanpa izin edar. 
B.     Saran 
Ada sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk memecahkan 
masalah mengenai peredaran kosmetik tanpa izin edar di Kota 
Makassar. 
1. Pemerintah seharusnya meningkatkan pengawasan terhadap 
peredaran kosmetik tanpa izin edar di Kota Makassar untuk 
meminimalisir kerugian-kerugian yang di derita oleh 
masyarakat. 
2. Konsumen kosmetik harus berhati-hati apabila ingin 
melakukan pembelian terhadap suatu barang atau jasa 
tertentu. Konsumen jangan mudah tergoda oleh harga yang 
murah dari pada harga di pasaran. Konsumen sebaiknya lebih 
kritis dan bijak dalam membeli suatu barang atau jasa dengan 
memperhatikan apakah barang tersebut legal atau ilegal. 
Barang legal telah memiliki izin edar dan aman untuk 
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digunakan, berbeda dengan yang ilegal karena tidak ada 
jaminan akan keamanannya. 
3. Dalam melakukan pengawasan terhadap produk impor, pihak 
Badan POM sebaiknya lebih bekerja sama dengan pihak 
kepabeanan, karena suatu produk impor yang akan masuk ke 
wilayah Indonesia terlebih dahulu harus melewati pihak 
kepabeanan. Dengan adanya kerjasama penuh maka segala 
jenis pengiriman mencurigakan yang tidak sesuai dengan 
yang tertulis pada nota pengiriman dapat diperiksa sehingga 
tidak beredar di masyarakat. 
4. Pelaku usaha importir, distributor maupun produsen produk 
kosmetik harus memperhatikan peraturan perundang-
undangan tentang standar baku bahan kosmetik yang 
dikeluarkan oleh Badan POM. Hal ini dapat mencegah pelaku 
usaha dan konsumen menderita kerugian akibat adanya 
bahan yang terkandung didalam produk yang ternyata 
dilarang dan berbahaya. 
5. Pemerintah harus lebih konsisten dan tegas dalam 
menerapkan ketentuan hukum tentang peredaran kosmetik 
tanpa izin edar agar penerapan sanksi tidak berbeda-beda 
dan tidak terlalu ringan sehingga dapat memberikan efek jera 
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